
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 23 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENDAFTARA WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA 
YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN 

Menimbang 

Mengingat 

DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TU A Y G MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a, bahwa dalam u a a meningkatkan pendapatan Daer dari 
penerimaan Bagi Ha 'I Pajak Penghasilan, setiap pelak usaha 
yang melakukan usaha dan/atau ekerjaan i Wilayah 
Kabupaten Tasikmalaya, wajib mendaftarkan diri sebagai 
Wajib Pajak CabangjLokasi; 

b, bahwa berdasark pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada hu p rlu m netapkan Peratur an Bupati 
Tasikmalay ntang end ajib Pajak CabangjLokasi 
bag' Pe aku Us a yang dan / atau 
Peke jaan di 'layah ab pa 

1. Unda g-Undang N mor 14 T un 1950 ten tang Pemben­
tukan aerah-Daerah Kabupate alam Li gkungan Propinsi 
Jawa arat (Be rita Negara Tahun 1950) sebagai ana telah 
diubah dengan ndang- ndang omor 4 Tahun 1968 
ten ang Pembentukan Kab aten Purwak ta dan Kabupaten 
Subang dengan Me gu bah Undang-Undang om or 14 Tahun 
19 50 ten t g Pembe an Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingku n an Pro 'n si J a a Barat (Lembaran Negara 
Republi ndone ia Tah 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Re 'k Indonesia omor 2851 ); 

2, Undang-U ang omor 6 Tahun 1983 ten tang Ketentuan 
Umum dan Tata a Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1 83 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3262) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas barang mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Negara Nomor 3264) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas barang mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T 2009 50 , T bahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5039) ; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pe eri tahan e (Lem bara n Negara Repub ik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa ali, terakhir dengan Undang-Undang 

o or 12 tahu 2008 ten tang Perubahan ked ua atas 
Undang-Undang mor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg a Republik Indonesia 
Tahun 2008 No or 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. ndang-Undang Nom r . 3 Tahun 20 4 ten tang Perimbangan 
Keuangan an ar P eri ah sat dan emerin tah Daerah 
(Lem aran ara Repub' Indonesia Tahu n 2004 Nomor 
126, Tambahan Le b an Negara Re ublik Indonesia Negara 
No 443 ; 

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 1 
Pemb d 

Lem 

7. or 55 Tahu 2004 ten tang Dana 
Ke an an (Lembaran Negara Republik 

o 5 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
do egar omor 4575); 

8 . Per tu an emer'n ah Nom 38 Tahun 2007 tentang 
Pe bagi rusan Pe erint an an tara Pemerintah, 
Pemeri t an aerah P ovinsi, an Pemerintahan Daerah 
KabupatenjKo (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 No 0 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Negara Nomor 4737) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Negara Nomor 5268); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73jPMK.03j20l2 
ten tang J angka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan 



Menetapkan 
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U saha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nornor 
Pokok Wajib Pajak; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 53 Tahun 2011 
ten tang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah; 

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nornor 35 tahun 2013 
tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku 
Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di 
Jawa Barat; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nornor 4 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kab paten Tasik alaya Nornor 8 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tasikrnalaya; 

15. Pera u ran Daerah Kabupat n Tasikrnalaya Nomor 15 
Tahun 2008 ten tang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
sebagairnana telah iubah beberapa kali terakhir dengan 
P aturan erah Kabupaten Tasikmalaya Nornor 8 
Tahun 2012 tent P rubahan Kedua Atas Pera turan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahu n 2008 
tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nornor 2 
Tahun 201 1 tentan Pajak Daerah; 

EM T SKA 

P TV N 

W PAJ A 
ELAKU USA A 

TE TA G PEN AFlARAN 
/L A LA V SAHA YANG 
ANI ATAU PEKERJ N Dl KABUPATEN 

TASIK ALA Y A. 

sal 1 

Dalam Perat ran u pati ini, yang d 'rnaks d dengan : 
1. Daerah a alah K bu paten Tasikm a a. 
2. Pernerintah ae ah adal B a ti perangkat Daerah Kabupaten 

Tasikrnalaya. 
3. Bupati adalah B ati Tasi malaya. 
4. Satuan Kerja Peran k t Da ah selanjut ya d " ebut SKPD adalah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Ka aten asi alaya. 
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Ke angan dan Aset Daerah disingkat 

DPPKAD adalah Dinas Pendapatan engelelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Tasikrnalaya. 

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, rneliputi Pernbayar pajak, 
Perno tong pajak, dan Pernungut pajak yang rnernpunyai hak dan kewajiban 

perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang 
perp.ajakan. 

7. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang 
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya rnenghasilkan barang, mengimpor 
barang, rnengekspor barang, rnelakukan usaha perdagangan, memanfaatkan 
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barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau 
memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 

8. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak yang 
berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh 
Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, 
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, sehubungan dengan pekeIjaan atau jabatan, jasa, dan 
kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 
1983 jo. Nomor 36 Tahun 2008 ten tang Pajak Penghasilan. 

9. Nomor Wajib Pajak selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan 
kepada Wajib se s . . stra si perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda penge al d ' . atau 'd nti as Wajib Pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang erd iri dari 15 (lima 
belas) d igit , yaitu 9 (s mbil 'git per a mer pakan kode Wajib Pajak 
dan (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. 

10. Pe aku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 
ya g berbentuk badan hukum mau n bukan badan hukum yang didirikan 

an berkeduduk atau me ukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Rep blik Indonesia, baik sendiri aup bersama-sama melalui perjanjian 
m nyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 'dang ekonomi. 

11. Pe b ri Kerja adalah orang perseor gan, pengusaha, badan huku m, atau 
badan-badan lainnya yang memperkeIjakan tenaga keIja dengan membayar 
upah a tau imbalan dalam bentuk lai . 

12. Ben ara engeluaran adalah ejabat Fungsional yang ditunju k untuk 
menerima, me yimpan, meny tork , mena ausahakan, dan memper­
tanggungjawa an u an unt e er an elanja Daerah dalam rangka 
pela san an A aran P ndapa n dan e an'a Daerah pada OPD. 

13. Pen hapusan . PW adalah tindakan menghapu kan NPWP dari administrasi 
Kantor e ayanan ajak. 

14. Profesi adalah bida pekeIjaan yang dilandasi leh pendidikan keahlian, 
keter an, kej u te e tu. 

15. Lembaga engada Secar El kttr n ik ang selanjutnya disingkat LPSE 
adalah U it Kerja yang dibe t k nt k enyelenggarakan sistem pelayanan 
pengadaan b ang/ j sa secara e e tr ni . 

16. Unit Lay an Pengadaan yang selanjutnya d i ingkat ULP adalah unit 
organisasi emeri tah Dae yang be ungsi melaksanakan pengadaan 
barang/jasa y g bers ' at perman n dan dapat erdiri sendiri atau pada unit 
yang sudah ada. 

BA I 
P 

Pasal2 

(1) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekeIjaan atau profesi di 
Daerah, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Tasikmalaya. 

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki NPWP 
domisili di luar Daerah, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang 
di KPP Pratama Tasikmalaya. 
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Pasal3 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi 
instansi yang menangani perizinan, SKPD Pengguna barang dan jasa yang 
melaksanakan pengadaan barang dan jasa, serta bagi LPSE dan ULP, dalam 
menentukan : 
a. kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin; 
b . kelengkapan persyaratan pemenang pengadaan barang dan/atau jasa; dan 
c. kelengkapan persyaratan bagi pemenang lelang. 

Pasa14 

(1) Pelaku usaha seba . ember' er w "b melakukan pemotongan PPh 
Pasal 21 terh dap penghasilan Pegawai tetap, Pegaw . tidak tetap dan 
penerima pe ghasilan bukan pegawai. 

(2) Pelaku aha sebagaimana dimaks d pada ayat (1) yang memiliki NPWP 
domi i i di luar Daerah an ak lak pe panjangan izin u saha, wajib 
me iii i NPWP Cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Tasikmalaya. 

Pasal5 

Bendahar Pengeluaran pada SKPD sebagai Pemungu PPh Pasal 2 1, Wajib 
memeriksa NPWP Cabang sebagai kele gkapan persyaratan pembayaran atas 
hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan an dan jasa Pemerintah. 

B B Ill 
TA N NPW CA A G 

a sal 6 

NPWP Cab g mengacu pada ketentuan peraturan 

P sa1 7 

(1) NPWP Cab g berlaku se ama Wajib a'ak Badan atau 0 ang pribadi yang 
bersangku melaksanakan keg 'a an u a a dan/ata u pekerjaan atau profesi 
dan melaks an k giatan pengr d an barang dan/ata u jasa di Wilayah 
Kabu paten Ta si alaya. 

(2) Setelah melaksanak n kegi tan 
barang dan / ata ja sa s lesai, 
mengajukan permo nan engha 
Cabang. 

sah a au pekerjaan termasuk pengadaan 
aj ' Pajak Badan tau orang pribadi dapat 

urat eterangan Terdaftar dan NPWP 

(3) Penghapusan Surat Keterangan Terd 
dimaksud pada ayat (2), dilakuk 

ar dan NPWP Cabang sebagaimana 
oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Tasikmalaya. 
BABN 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal8 

Bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh lZm dan belum habis masa 
berlakunya, masih dapat menggunakan ijin dimaksud, dengan ketentuan wajib 
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mendaftarkan NPWP Cabang paling lamb at 6 (enam) bulan terhitung sejak 
berlakunya Peraturan Bu pati ini. 

Pasal9 

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 18 f:, ept em be:r 201 3 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

NIP. 19611217 198305 1 01 

BERITA DAERAH KABUPATEN A 

Ditetapkan di Singaparna 
ada tanggal 1~ eptanb e r 201 3 

::.>--.....::T ASIKMALJ\ Y A! 

f UU RUZHANUL ULUM 

ALA A AHUN 20 13 OMOR 23 


